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PAJAK KENDARAAN KABUR

Deprov Diimbau Segera Tindaklanjuti

PALU, MERCUSUAR -
Akademisi Universitas Tadulako
( Untad) Dr Aminuddin Kasim
SH MH menilai, BPK RI be-
serta DPRD Provinsi (Deprov)
Sulteng harus segera menindak-
lanjuti temuan BPK RI. Temuan
tersebut berupa ketidakje-
lasan atau kaburnya uang Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB)
dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) sebanyak
Rp83,25 miliar serta uang PKB
dan BBNKB sebanyak Rp 1,32

miliar yang tidak setorkan ke
Kas Daerah.

Dikatakan Aminuddin, Deprov
masih memiliki kewenangan
untuk memeroses hasil temuan
tersebut sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang.
Apalagi temuan BPK tersebut
sudah terungkap di ruang pu-
blik maka publik pasti mena-
ruh harapan kepada BPK agar
pelaksanaan tugas pemeriks-
aan tidak hanya berhenti saat
laporan pemeriksaan sudah

diserahkan kepada Gubernur
Sulteng.

“Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun
2004 masih memberi kewenan-
gan kepada Pemeriksa dari BPK
untuk melakukan pemeriksaan
lebih lanjut berupa pemeriks-
aan investigatif guna mengung-
kap adanya indikasi kerugian
keuangan daerah atau adanya
unsur tindak pidana (korupsi).
Laluy, jika hasil pemeriksaan
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investigatif menyimpulkan kuat
dugaan adanya unsur penyalah-
gunaan wewenang serta adanya
unsur kerugian keuangan daerah,
maka pihak BPK perlu merekomen-
dasikan kepada instansi penegak
hukum agar ditindaklanjuti lewat
proses penyelidikan kasus tindak
pidana korupsi,” imbuh Aminuddin
beberapa waktu lalu.

Untuk Deprov sendiri, tambah
Aminddin, perlu mengoptimalkan
fungsi pengawasannya terkait ada-
nya temuan BPK tersebut. Deprov
berwenang untuk meminta kete-
rangan atau penjelasan dari pejabat
instansi Pemda yang berkompeten
guna mengungkap hal-ikhwal ke-
tidakjelasan uang PKB dan BBNKB
yang totalnya sebesar Rp.84,57 mi-
liar. Sebagai lembaga yang merepre-
sentasikan rakyat Sulteng, Deprov
harus mengoptimalkan fungsi penga-
wasan guna mendukung terciptanya

tata kelola keuangan daerah yang
tertib, transparan, efisien, efektif,
dan akuntabel. “Pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD tidak hanya seba-
tas merujuk pada UU Pemda (UU No.
32 Tahun 2004), tetapi juga dapat
merujuk pada UU No. 15 Tahun 2004.
Dalam rangka mendukung terwu-
judnya tertib pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan akun-
tabel, DPRD tidak hanya bersikap
pasif menunggu laporan keuangan
Pemda selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan setelah Pemda menerima la-
poran pemeriksaan keuangan yang
disampaikan oleh BPK Perwakilan
Sulteng (Pasal 17 ayat 2), tetapi juga
dapat melakukan tindakan hukum,”
katanya.

Tindakan hukum yang dimaksud
Aminuddin berupa, meminta penje-
lasan kepada BPK Perwakilan Sulteng
dalam rangka menindaklanjuti hasil
pemeriksaan, dapat meminta BPK
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Pewakilan Sulteng untuk melakukan
pemeriksaan lanjutan, dan dapat
meminta Pemerintah untuk mela-
kukan tindak lanjut atas hasil peme-
riksaan lanjutan (Pasal 21 UU No. 15
Tahun 2004). “Soal ketidakjelasan
uang PKB dan BBNKB berdasar-
kan hasil temuan BPK Perwakilan
Sulteng, perlu mendapatkan perhati-
an serius dari DPRD guna mencegah
kemungkinan ketidakjelasan uang
PKB dan BBNKB di masa mendatang.
Sebab, potensi penerimaan keuangan
daerah dari PKB dan BBNKB tam-
paknya cukup menjanjikan. Apalagi
realitas saat ini menunjukkan adanya
trend peningkatan kendaraan ber-
motor setiap saat di wilayah Sulteng.
Jika saat ini saja terdapat sekitar
87.926 unit kendaraan bermotor
yang belum terbayarkan PKB dan
BBNKB-nya, lalu bagaimana ke de-
pan? Silahkan DPRD menyikapinya,”
tantang Aminuddin. Nt




